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PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Pal

~

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

. Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara

xXxxX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, tempat kediaman di KOTA
PALU, sebagai Pemohon;

melawan

xxxX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

pada tanggal 31 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

130/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 30 Desember 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXX XxxX berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0901/081/XI11/2016 tanggal 30 Desember
2016 ;
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agiig-masing bernama :
: xxx, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
3227 KIANO AL KAHFI BIN SUDIRMAN (laki-laki), NIK 72712702190001,
tempat tanggal lahir, Palu, 27 Februari 2019/4 tahun 11 bulan,

sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
3.3. xxxxxxxx, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
3.4. xxxxxX, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
sulit didamaikan sejak akhir tahun 2019 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :

5.1. Termohon yang sering membantah dan tidak patuh saat dinasehati
oleh Pemohon ;

5.2. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal nafkah batin
(berhubungan suami istri) ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
memuncak terjadi pada tanggal 15 Januari 2023, dimana saat itu
Termohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada
Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon telah mencoba
membujuk Termohon agar pulang kembali bersama dengan Pemohon
namun Termohon tidak mau. Ketua RT ditempat tinggal Termohon pun
telah ikut melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon namun
orang tua Termohon sudah tidak ingin Pemohon dan Termohon untuk

bersama ;
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jalkan rumah ;

Bdhwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) talak satu raj'i terhadap
Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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arena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
| rkan;

ik menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

ukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang
bernama xxxxxxxx

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan mulai terjadi Perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, yang saksi tahu
puncaknya saja yaitu pada bulan Januari 2023;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon karena Termohon merasa tidak memperoleh apa-apa dari
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mah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon adalah
DN dengan istri pertama padahal Pemohon telah membeli
| membangun rumah bersama Termohon hanya saja tidak
2h Termohon;

Aksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon;

mohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

ermohon yang pergi dari tempat kediaman bersama,;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri dan Termohon
juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah jarang lagi
berkomunikasi karena Termohon yang tidak mau lagi dihubungi oleh
Pemohon;

Bahwa selama pisah Pemohon pernah mengantarkan uang kepada
Termohon namun Termohon tidak mau menerimanya;

Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, termasuk
saksi sendiri, saksi sudah berusaha membawa Pemohon mendatangi
Termohon dan bertemu dengan orang tuanya dengan maksud untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon serta membawakan uang
nafkah namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi
dan menolak uang pemberian Pemohon, orang tua Termohon juga
terkesan tidak menghiraukan Pemohon;

Bahwa ke empat orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh

Termohon;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XXXXxXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah tetangga dekat Pemohon;
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ereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak kapan mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon karena setahu saksi rumah tangga
mereka baik-baik saja, saksi tau rumah tangga Pemohon dan
Termohon bermasalah karena saksi tidak pernah melihat keberadaan
Termohon lagi bersama anak-anak, kemudian saksi tanyakan kepada
Pemohon dan Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa
mereka bertengkar dan Termohon pergi dari rumah bersama anak-
anak;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 1 tahun dan sejak Termohon pergi tidak pernah kembali sampai
sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri dan Termohon
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu, karena Termohon tidak mau bertemu lagi
dengan Pemohon, saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk
menemaninya bertemu dan mengantar uang untuk Termohon tapi
Termohon tidak mau membuka pintu rumah nanti setelah saksi bujuk-
bujuk baru Termohon membuka pintu rumah dan hanya mau bertemu

dengan saksi, Pemohon tidak dihiraukan, Termohon juga tidak
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan,
namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan
memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun
tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketantuan Pasal 82 ayat (1)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Nomor 50 Tahun 2009 ;

bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan
yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai
r.1t Ah Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
an
r 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

mbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon disebabkan Termohon yang sering membantah dan tidak
patuh saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau melayani
Pemohon dalam hal nafkah batin (berhubungan suami istri), perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada
tanggal 15 Januari 2023, dimana saat itu Termohon yang tiba-tiba pergi
meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang ke rumah
orang tuanya, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak
tanggal 15 Januari 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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sesuai den plinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
Ef" ktfftersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 30 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan Kketerangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima
sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah
tangga 30 Desember 2016;
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 1 tahun dan sejak Termohon pergi tidak pernah kembali
sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri dan Termohon
kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri
harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi
dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata,
tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat
tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada
akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat
dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan
kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang telah pergi
meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak
pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi
satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan
rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa
perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah

bersifat terus menerus;
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arsebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun
ilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah
itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di
pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA No. 1 Tahun 2022, C. Rumusan
Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan bahwa : Dalam upaya
mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar
perceraian, maka : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri
berselisih dan bertengkar terus menerus “atau” telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 (enam) bulan. “

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon,
dimana Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak kurang lebih 1 tahun
lamanya, tidak ada lagi komunikasi yang baik karena terjadi perselisihan
terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddabh,

dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah

Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
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ddah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara
keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama
dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya
permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga
maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama
Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin
untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt) sehingga perceraian adalah
jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan
membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian
yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar
maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon
dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul figh yang
berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini
secara ex officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya
mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan
atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan
paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon
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talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan
Pengadilan Agama Palu pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengakomodir PERMA nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka
isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah
sepanjang tidak terbukti Nusyuz (SEMA No. 3 tahun 2018);

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan
biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka
hal tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai
isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon
nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh
Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan
kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan
Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sanggup

secara sukarela membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah
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Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah

antara lain sebagai konpensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya
sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu
kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil
maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi
bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang
mampu dan dan telah bersedia membayar berdasarkan kesanggupannya,
maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan
oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta
ribu rupiah);

Nafkah anak

Menimbang, untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca
terjadinya perceraian, secara ex officio majelis hakim dapat membebankan
kepada Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan
minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya untuk 4 orang anak-
anak Pemohon dan Termohon dan untuk kebutuhan hidup serta biaya
keberlangsungan pendidikan dan biaya lain-lain akan diberikan sesuai
kemampuan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menetapkan besarnya
nafkah 4 orang anak tersebut terlebih dahulu Hakim Majelis mengemukakan

bahwa nafkah anak tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c)
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Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan
yahnya”, maka berdasarkan kemampuan Pemohon,
agijetapkan bahwa nafkah 4 orang anak yang akan datang
tersebut menikah atau berumur dua puluh satu tahun,

fda Pemohon minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

mengantisipasi terjadlnya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi
mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sebagaimana
yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan
Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk
membayar sejumlah uang tersebut kepada Termohon sebagaimana termuat
dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk
memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian maka
pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar
putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh
karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan
kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa
nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar

putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu
alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan

tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk
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lil Pemohon, maka permohonan Pemohon dipandang
an|fidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa
(verstek);

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

menghadap ke persidangan, tidak hadir.

N

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i, terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah) ;

4.2. Mut’ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

4.3. Nafkah 4 orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan,
terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-
anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, ditambah 10 % setiap
tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp475.000,00
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
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putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
ari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan
Sya’ban 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H.
gjelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.l., masing-
akim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
dang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
ggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H sebagai
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H. Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hj. Musrifah, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp  30.000,00
- ATK Perkara :Rp  75.000,00
- Panggilan :Rp 330.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000.00

- Redaksi :Rp  10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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